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Nomor  : 369/DJU/DL1.10//II/2026                     Jakarta, 11 Februari 2026 

Lampiran : - 

Hal : Bimbingan Teknis Penerapan Undang -Undang Nomor 

1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum 

Pidana dan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2025 

Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.                          

 

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara 

       Ketua Pengadilan Tinggi Ambon 

       di 

       Tempat 

 
Sehubungan Surat Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan 

Agung R.I Nomor B-659/E.1/Es.2/02/2026 tanggal 11 Februari 2026 hal Bimbingan Teknis 

Penerapan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum 

Pidana dan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum 

Acara Pidana yang akan dilaksanakan secara  di Luring/datang langsung dan  daring / zoom, 

maka kami menugaskan kepada : 

 

1. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan seluruh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah 

Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk hadir secara luring / datang langsung, pada : 

Hari, Tanggal  : Jumat, 13 Februari 2026 

Waktu             : 14.00 WIT s.d. selesai 

Tempat           : Aula Kejaksaan Tinggi Maluku Utara 

                        Jl. Yacob Mansur No.1 Kel. Kampung Pisang Ternate-Maluku Utara. 

 

2. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan seluruh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Ambon 

untuk hadir secara daring / zoom, pada : 

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026  

Waktu             : 14.00 WIT s.d. selesai  

Link Zoom       : Zoom Meeting (Link Zoom menyusul). 

 

Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah 

yang ditunjuk dapat hadir tepat waktu dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan tersebut. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE  
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” 
 

-2- 

 

Berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Teknis tersebut, agar dapat menghubungi 

Narahubung Sdr. Dr. Lenna Adriyani, S.H., M.H. ( Kejaksaan Tinggi Maluku Utara)   

No. HP. 0812-9841- 218. Biaya selama kegiatan tersebut (hotel, tiket dan uang harian) 

dibebankan kepada anggaran masing-masing satuan kerja Tahun 2026. 
 

 Demikian disampaikan dan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 
   

  

 

 

 

Tembusan : 

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta. 

2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial di Jakarta. 

3. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I. di Jakarta. 

4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta. 

5. Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI 
di Jakarta                      

6. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta. 

7. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 
8. Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. 
9. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 
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